
 

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS I A 

 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA 

NOMOR  W16.U1/2/KPN/SK/KP.04.6/I/2023 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PANITERA PENGADILAN NEGERI 
PALANGKARAYA UNTUK MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PERKARA 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA, 

i. Menimbang ii. : a. Bahwa ketua pengadilan sebagai pimpinan 

pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya 
administrasi perkara pada pengadilan; 

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 
(4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 
sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan, “Sebagai pelaksana 
administrasi perkara, Ketua Pengadilan 

menyerahkan kepada Panitera Pengadilan,” maka 
perlu menetapkan pendelegasian wewenang 

administrasi perkara kepada Panitera Pengadilan 
Negeri Palangkaraya; 

iii. Mengingat iv. : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum; 

2. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan; 

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah 

diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan; 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
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MEMUTUSKAN: 

v. Menetapkan vi. : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 

PALANGKARAYA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
KEPADA PANITERA PENGADILAN NEGERI 

PALANGKARAYA UNTUK MELAKSANAKAN ADMINISTRASI 
PERKARA. 

vii. PERTAMA viii. : ix. Mendelegasikan wewenang kepada Panitera Pengadilan 

Negeri Palangkaraya untuk melaksanakan administrasi 
perkara; 

x. KEDUA xi. : xii. Panitera memimpin Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Palangkaraya Kelas I A dalam tugas melaksanakan 
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan 
dengan perkara; 

xiii. KETIGA xiv. : Dalam melaksanakan wewenang administrasi perkara 

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara,  Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I 

A menyelenggarakan fungsi:  

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan 
Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan 
Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, 

Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata 
Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi 
Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, 

Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan 
Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan 
Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung 

Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi 
Surat Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah 

diubah dengan  Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 351/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas  Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang 
Memberlakukan Buku I tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 
Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi 
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, 

Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan 
Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan 
Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman 

Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan 
Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, 

Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan 
Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia; 
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a. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;  

b. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara 
pidana;  

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara 

khusus perselisihan hubungan industrial;  

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara 
khusus tindak pidana korupsi; 

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, 
penyajian data perkara, dan transparansi perkara;  

f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program 
teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;  

g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri 

xv. KEEMPAT xvi.  xvii. Atas nama (a.n.) dipergunakan dalam  menandatangani 

surat/dokumen yang didelegasikan, dengan tanggung 
jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi. 

xviii. KELIMA xix. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 xx.   

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

2. Yth. Tim Teknis  Anggota  Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum Pengadilan Negeri 

Palangkaraya. 

3. Yth. Tim Penjaminan Mutu/Tim Kerja RB/ZI PN Plk: 
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, 

Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas 
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik. 

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

Yth. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

 

Ditetapkan di: Palangkaraya 

Pada tanggal : 10 Januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 


